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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan bentuk
akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuniabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama
dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan
evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahul sejauh mana pencapaian hasil bisa
optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan
melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan
merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan
terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yvang ditetapkan.
Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan
kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan
di masa mendatang,

Wonosari, 31 Januari 2025
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis yang pertama adalah "Maturitas Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat”

- Diukur dengan indikator Nilai Maturitas SPIP (hasil Penilaian Mandini

Maturitas SPIP)

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni
Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan
Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi.

Target capaian indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 3,88 sampai dengan
bulan Desember 2024 terealisasi 3,666. Hal ini disebabkan karena adanya
perubahan skor hasil evaluasi dibandingkan dengan hasil penilaian mandiri,
jika dibandingkan dengan nilai capaian target pada tahun 2023.

2. Capaian sasaran strategis yang kedua adalah "Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah”

Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai Evaluasi AKIP
oleh Inspektorat Daerah)

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Target nilai capaian indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 82, namun sampai
laporan ini disusun, LKjIP masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah
sehingga dalam menghitung pencapaian sasarannya masih menggunakan
Nilai AKIP tahun 2023 yaitu 83,02 (kategori A) Dengan demikian kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target.
prosentase realisasi terhadap target mencapai 101,85%.



Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 81,77 terjadi
peningkatan sebesar 1,24

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat

beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Daerah

Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

a.

bertambahnya jumlah ketugasan pusat/provinsi yang dilimpahkan ke
Inspektorat Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan ketidakseimbangan
antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM
yang dimiliki;

masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya SPIP dalam rangka
menciptakan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
sehingga masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam
pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan
hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi
sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut
untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk
dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD;
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Lafar Belakang

Cascading Kinera

Mandat Ki ., Pala Proses Bisnis dan

Sirustur Onganisest PENDAHULUAN
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan —

Permasalahan Utama (Isu Strategis)
Diukungan SDM, Sarana-Frasarena dan

Anggaran
Tindak Lanjul atas Rekomendasi LHE

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan
bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah
yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber
dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.



Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja

instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang
dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan
strategis yang ditetapkan. LK] IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai
kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good govemance serta berfungsi sebagai
media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun
2021-2026, maka LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang
disusun merupakan realisasi hasil kegiatan Tahun 2024 dan menyajikan laporan
kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance
Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk
memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 — 2026. Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai
berikut:

[ |
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Gambar | 1. Cascading Kinerja

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur
organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji
dalam gambar berikut;
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Gambar |2 Mandal Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul



D. Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Inspektorat Daerah diatur
dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas Membantu Bupati dalam membina
dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah
Kalurahan serta Pengawasan Penyelenggaraan sebagian Urusan
Keistimewaan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat daerah mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1) perumusan kebijakan wumum bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

2) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,

3) perumusan perencanaan program pengawasan;

4) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

5) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

&) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian  Urusan
Keistimewaan di Daerah;

7) penyusunan laporan hasil pengawasan;

8) pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah;



9) pengusutan kebenaran laporan dan/atau pengaduan terhadap
penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan,
prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan,

10) penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif berdasarkan hasil
pemeriksaan,

11) pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;

12) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

13) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

14) pengorganisasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Inspektorat,

15) penyelenggaraan system pengendalian intern dibidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

16) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,

17) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan

18) pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.

Gambar 1.3, Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunugkidul
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E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut

mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan

dan tindakan yang tepat, Secara umum isu strategis dapat bersumber dari

lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan
kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan
sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul untuk melakukan perubahan yang mendasar,

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan
prinsip prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta
berbasis akrual,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik,
tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan

wajib maupun urusan pilihan.

Isu strategis lain yang periu untuk dilaksanakan adalah:

1.

monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan
survey penilaian integritas oleh KPK;



2. pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang
tenntegrasi,

3. peningkatan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah jam diklat per orang
minimal 120 jam per tahun,

4. mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan
Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN,
Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah sebagaimana
amanat KPK terkait Monitoring Control for Prevention (MCP) yang
memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan
Daerah dalam rangka tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tingkat
nasional,

5 penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi dimana pada pelaksanaan
sebelumnya penilaian maturitas SPIP hanya dilakukan pada Inspektorat akan
tetapi pada Tahun 2024 telah dimulai penilaian mandiri pada seluruh OPD dan
Pemda.

F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada
Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumiah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan

Kompetensi
No Jabatan Jmi Kualifikasi Jm Kualifikasi Laki | Peremp
|
1 2 3 4 5 6 7 &
52 | s D3 | SMA 52 | s D3 | SMA
A. | Jabaten  Pimpinan 1 1 N |
Tenggi
B._| Jabatsn Administrasi - =
i 1. Administrator 5 5 5 |3 2 2 3
| 2.Pengaw 3 3 3 [ 2 2 [ 1
3.Pelaksana 3 11 14 [ ] ' B 4 2
C. | Jabatan Fungsional | 78 60 | 18 | IEAR AR RE: 20 | 1z
Jumish 120 B0 (32 | 8 |47 | W77 | 2 | 2 6 29 18
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Berdasarkan data pada tabel |.1, tingkat pendidikan SDM Inspektorat tersebar
pada jenjang SMA sampai dengan S2. Tingkat pendidikan SDM Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan
perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (47%),
disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 17 orang (36%), D3 sebanyak 2
arang (4%), SLTA sebanyak 6 orang (13%). Pada jabatan pelaksana administrasi
masih ada pegawai berlatar belakang pendidikan yang masih kurang dan
kualifikasi jabatan yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku. Jumlah
pegawai laki-laki sebanyak 29 orang lebih besar dibandingkan pegawai
perempuan sebanyak 18 orang. untuk jabatan struktural cukup berimbang antara
yang dijabat perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit
dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Pada Tahun 2024 tidak ada tambahan pegawai baik dari CPNS, PPPK ataupun
mutasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana
tercantum dalam peta jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, masih
terdapat kekurangan pegawai sebanyak 73 orang, terdiri dari 46 orang pejabat
fungsional dan 27 pejabat pelaksana. Terdapat satu unit kerja eselon IV yakni
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan yang menangani 2 (dua) program, 4 (empat)
kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, tetapi hanya didukung 1 (satu) orang
pelaksana. Hal ini berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga pengawas Pemerintah Daerah.
Adapun sarana dan prasarana dalam mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai Lembaga Pengawas
Pemerintah Daerah, berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, didukung
dengan 4 (empat) unit kendaraan operasional, dan 8 (delapan) unit kendaraan
roda dua. Kebutuhan ruangan kantor relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat,
ruang arsip, mushola, ruang baca, gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan
toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet,
pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam
kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai
mendekati 1:1.



Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan

tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang

mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus

bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri

PANRE nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi

Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik, antara lain :

1.

Ruang laktasi berukuran 2 x 2 m?, yang bersih, nyaman dan aman serta
dilengkapi dengan sofa.

. Bangunan ramah disabilitas, dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas

dengan :
a. pintu masuk yang mudah diakses;
b. toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
¢. ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan
kelompok rentan.

. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun

untuk parkir khusus yang mudah diakses
Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang

pelayanan.

. Sarana dan prasarana konsultasi serta pengaduan
6.

Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan
Kesehatan.
Tabel |.2 Sarana-Prasarana

Jumlah
No Klasifikasi Barang Niial Aset (Rp)"
Aset Tetap
1 | Alal-alat Angkutan 14 unit 1.368.566.102,86
2 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangoa 452 umt B57,119.485 50
3 | Alat-alat Studio dan Komunikasi 10 unit T8.923.385.00
Aset Tetap Lainnya
1. | Buku Perpustakaan 210 bukuy 18.283.750,00
Jumiah 2,323.502.723,16

Sumber Data Naraca 31 Doasembar 2024
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Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2024

= Sevelum Setelah Bariambah/
Uraian Perubahan Peribahan Berkurang
Rekening (Rp) (Rp) Rp)
5 BELAMJA DAERAH (21.251.756,00)
11,552.114.010,00 | 11,530.862.254,00
5 9 BELANJA OPERASI (100,751,756,00)
11.516.114.010.00 | 11.415.362.254,00
§ 1 01| Belanjs Pegawal (99,481 642,00)
8.818.498.215.00 | B.719.016573,00
2.697.615.755,00 2,606 345.681.00
5 2 BELAN.JA MODAL 74.500,000,00
36.000.000,00 115.500.000,00
5 2 02| Belanjs Modal Paralatan dan 79.500,000,00
Mesin 36,000,000,00 115,500.000,00
Jumiah Belanja 11.552,114.010,00 | 11.530.862.254,00 (21.251.756,00)

Sumber data: Dokumen Pefaksanaan Parubahan Anggaran Inspekrorr Dareah Kabupaten Gunungdidid Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel 1.3, untuk Tahun 2024 Anggaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul semula Rp11.552.114.010,00
kemudian dalam perubahan anggaran menjadi Rp11.530.862.254,00 sehingga
berkurang sebesar Rp21.251.756,00. Hal ini terdapat pengurangan pada
pengurangan belanja pegawai, dikarenakan adanya 1 orang ASN yang

meninggal dunia dan 1 arang yang mutasi keluar daerah.




BAB Il berisi: BAB Il

A. Tujuan, Sessran dan Indikator Kinerja OPD
B. Strategl dan Arah Kabifak
C. Swﬂﬁ!’f:mumdmﬂu;:m Tahun 2022 PEREN CANMN

D. Pananjian Kinera Tahun 2024
E. mm Hanﬂ.ﬂu:g?m'ﬂﬂmnﬂﬂ'ﬂ OFD KlNERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang
menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan

oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

A, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai cascading kinerja, Inspekiorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas
tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola
pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah “Terwujudnya Sistem
Pengendalian Internal Pemenntah Daerah yang handal”

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Inspekiorat Daerah Kabupaten Gunungkidul,
Tahun 2021-2026

SASARAN INDIKA SATU | Baseline Tm TAHUNAN _ Target
No. [ straTEGIS | OR | ‘an | 2021 - e
1 2 3 4 ] ] T a8 g 10 1
1, | Maturitas sistem | Nilai Indeks 3,2 386 | 387 | 388 | 3,89 | 3,90 | 380

pengendalisn Maturitas

internal SPIP

pamerintah

meningkat
2. | Akuntabibitas Milai AKIP | Nilai B1 a1 81,50 B2 B250| B3 83

kinarja PO PO

meningkat




B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka

menengah, diuraikan dalam tabel sebagal berikut:

Tabel 1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. | Kapasitas Tata Peningkatan Akuntabilitas | 1. Meningkatkan kualitas belanja
Kelola Pemerintahan | Pengelolaan Keuangan daerah

Meningkat dan Aset Daerah 2. Meningkatkan efektifitas
pengelolaan aset

2, | Pengendalian Melaksanakan Melaksanakan pendampingan
Internal terhadap penyelenggaraan reviu lerhadap laporan keuangan
Tata Kelala pengawasan yang PD dan PPKD secara berkala
Keuangan mendukung meningkatnya | dalam mewujudkan laporan
Pemerintah Daerah | kinerja keuangan keuangan Pemerintah Daerah
meningkat Pemerintah Daerah yang akuntabel

3. | Akuntabilitas Mengoptimalkan Ketepatan waktu dalam pelaporan
Pengelolaan akuntabilitas pengelalaan | baik keuangan maupun fisik
Keuangan Daerah keuangan daerah
meningkat

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan

tercapainya sasaran Inspekiorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung

Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Target Anggaran (Rp) Bertambah/
Program/Kegiatan - arkurang
Sasaran iSub Keglatan W
Maturitas sislem
pengandalian :gﬁ&%ﬂﬁNﬂENEGMHH B10.613.800 TO8,375.900 95,762,300
intemial -
pamerintah Kegiatan :
meninglat . :m?ﬂ”;l“"ﬂﬂ“'“" Pengawasan §5.491.100 75.481.100 | 20,000,000




Pengawasan Kinarja Pemeariniah

Daersh 5.591.100 5.581.100 1]
Pengawasan Keuangan Pemerintah
Gaarsh 24,650,000 24,850,000 0
Reviu Laporan Kinera 13.500.000 13.500,000 a
Reviu Laporan Keuangan 11.750.008 31,750,000 20,000,000
2. Penyelenggarsan Pengawasan
d Tojuan Testentu 558,122,500 630,884, 800 75.762.300
Pengawasan dengan Tujuan
Tartenty 555,122,500 630.6884.800 75,762,300
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 273.725.000 273.725.000 ]
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI|
Kegiatan - a
1. Peumusan Kebijakan Taknis di
Bidang Pengawasen dan Fasiitas! 5.800,000 5.900.000 1]
Fangawasan
Perumusan Kebljakan Teknis di
Bidang Penga " 2.850.000 2.850.000 ]
Perumugan Kebijakan Teknis di
Bidang Fasiitasi Pengawas 2,850,000 2.850.000 0
2.  Pendampingan dan Asistensi 267.825.000 267.825.000 1]
Pendampingan dan Aslstensi
Uruzan Pemarintahan Daarah 158.175.600 158.175.000
Pendampingan, Asistens:, Verfikas,
dan Panilalan Ref ai 108.650.000 108.650.000 i
Akuntabilitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN
kinerjs PD PEMERINTAHAN DAERAH 10.667.775.410 | 10.550.761.354 | (117.014.056)
mianingkal KABUPATENKOTA
[ Kogiatan |
1. Perencanaan, Pengengparan, dan
Evaluas! Kinerja Perangkal Daerah PR TSAN0. |  36A0G.000 | eio sazisng)
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkal Caerah 51.507.500 S 1180 (19.382.500)
Koordinasi dan Pempusunan
Koordinasi dan Penyusunan
Dekumen Perubahan RKA-SKPD 220000 320.000 i}
Koordinasi dan Panyusunan DPA-
SKED 642000 642,000 0
HKoordinasl dan Penyusunan
Perubshan DPA- SKPD 555.000 5556.000 0
Koordinas: dan Panyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan TE2.000 T&2.000 ]
Ikttisar Raalisasi Kinana SKPD
Evaluasi Kinara ng!.at Daerah 1.692.000 1.882.000 ]
% pamineirasl Keuangan Perangkat | 821101522 | 8721775966 | (96.722.249)
Ny ah D T 8.818.498215 | BT719.016.573 | (86.722.248)
Koordinas! dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun §93.000 B33.000
SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Kauangan Bulanan/ 2.000.307 2.066.393 66.086
Triwulanan! Samesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian
F'mnghat Daerah 318.891.800 345, TOE.500 29,905,000
Pendataan dap Pangolahan
Admini i Kapegawaisn 8.331.800 8.331.800 a
Pendidikan dan Pelatihan Pegawal
Berd Tugas den F i 311.560.000 3471 465.000 29.905.000
T LA AN 1.081.255.000 | 957.609.000 | (103.646.000)
Penyedizan Komponan Instalasi
Lisirik/Panarangan Banglnan 6.264.500 6.264.500 o
Kantar
Penyediaan Peralalan dan
Perlengkapan Kantor 124.881.500 187.085.500 62.204.000
W“ Peraitan Ruman 168,123,000 |  168.523.000 400,000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggand 9.617.000 8.617.000 i
Fasilitas! Kunjungan Tamu 6.750.000 6.750.000 1
Penyelenggarsan Rapat Koardinasi
dan Konsultasi SKPD T45.618.000 578.368.000 | (166.250.000)
5. Pengadsan Bereng Milik Daerah
Penunfang Urusan Pemerntaban 0 17.500.000 17.500.000
Dasrah
Pengadsan Perslatan dan Mesin .
L 1] 17.500.000 17.500.000
6. Panyodiaan Jasa Penunjang Urisan
Pemerintahan Caerah 122.501.488 116.501.488 (6.000.000)
Penyadinan Jasa Surat Manyurat 6.300.000 6.300.000 [t}
Panyediaan Jasa Komunikasi,
5 or Daya Alr dan Liskik 116.201.488 110.201.488 (6.000.000)
7. Pemaelharaan Barang Miik Daarah
Panunjang Lnusan Pemenntahan 287 .137.000 351.172.000 64.035.000
Daarah
Penyadiaan Jasa Pamalharaan,
Blaya Pemeliharaan, Pajak dan 3
Perizinan Kend Dinas 168,700,000 226 680,000 56,880,000
Cparasional atau Lspangan
Pemaliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 18.000.000 18.000.000 i
Pamaliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kanlor dan Bangunan Lainnya T3.437.000 BO.482.000 T.045.000
Pemaliharaan/Rehabllitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kanlor atau 26.000.000 26,000,000 n
Bangunan Lainnya
e -AgApS i et 11.552,114.010 | 11.530.882. 254 {3.751.756)

Sumber: DPPA Inspektorat Daerah Tahun 2024

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Inspektorat
Daerah Tahun 2024, dirinci dalam tabel 11.3.2 sebagai berikut :




Tabel 11.3.2. Struktur Program dan Kegialan Pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2024

D Ao 1) Bertambah/
Sasaran Program/Kegiatan Sebelum Satelah Berkurang (Rp)
Perubahan Perubahan
Maluritas PROGRAM PENYELENGGARAAN 610.613,600 T06.375.900 (95.762.300)
sistem PENGAWASAN
pengendslian Kegiatan -
intermal
pemerintah 1. Penyelenggaraan Pengawasan 55.481.100 75,481,100 (20.000.000)
meningkal Intarnal
2. Penyelgnggaraan Pengawasan 5565.122.500 630.884.800 (75.762.200)
dengan Tujuan Tadentu
PROGRAM PERUMUSAN 273,725,000 273.725.000 0
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
Kagiatan [¢]
1. Perumusan Kebljakan Teknls di £.900.000 5,900,000 0
Bidang Pengavaszan dun
Fasilitasi Pengawasan
2. Pandampingan dan Asistansi 267.825.000 287.825.000 1]
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung
dengan Pencapaian Sasaran B84, 338,600 BAD. 100,800 (H5, 762.300)

Swumber: DPPA inspektorat Deerah Tahun 2024

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang bensikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang diseriai dengan
indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten
Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati

Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel 1.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2024
No,| Sesaren Sustegis | Indikator Kineda | Satan [ ToM° Triwdan | Target
1. | Matwrilas Sistem | Maturitas SPIF indeks 3.88 | Triwulan |
Pengendalian
Iiternal Pamaiintah Triwulan If
maningset Frvwilan 11 0
Triwulan IV 3.88
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Target

Sassran Sirategis Inddikator Kinerjs Satuan Tabiin Triwulsn Targat
Meningkatrya Milal AKIP Nilal 82{A) | Triwulan | 0
Akuntabilitas Perangkal Dasrah | (kategor -

Kinerja Perangkat Triwulan | i
Daerah Triwulan Il 0
Triwiilan IV B2

Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, karena adanya
refocusing penyesuaian kegiatan dan realokasi anggaran yang sudah

ditetapkannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Tahun Anggaran 2024 namun tidak merubah target fisiknya, seperti dalam tabel

berikut:

Tabel 1.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2024
Mo. | Sasaran Stralegis Indikator Kineria | Satuan TEIT:;ﬂ Triwulan Targel
1. | Maturitas Sistem | Maturitas SPIP Indeks 388 | Triwulan | 0
Pengendalian
intarmal Pamariditah Triwulan 11 o
meninglat Triwulan 11| 0
Triwuian IV 388
2. | Menngkatnya Milal AKIP Mikai B2 (A) Triwulan | 0
Akuntabilitas Perangkat Daerah | (kategor n
Kinerja Perangkat Triwulan Il ]
Davsrah T riwwlan 1]
Triwtlan IV az

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat

dukungan anggaran sebagai berikut:

Program Anggaran (Rp) Keterangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan 706.375.200 APBD
Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan 213.725.000 APBD
Asistansi
Program Penunjang Urusan Pemeriniahan Daerah 10.550.761,354 AFBD

Kabupaten/Kota
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Keterangan Tambahan:

o e P oo

Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah;
Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV;
Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi; dan
Tidak mengelola Dana Keistimewaan.

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1.

2.

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah
aplikasi e-SAKIP

OB =recss mewepemmeeseaeeg e sveeg

St e S s e G s —

i

-

Gambar 1.1, Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluas!, e-SAKIP

Instrumen penilaian kemajuan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan
secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
adalah aplikasi SIMTLHP yang mengintegrasikan data tindak lanjut hasil

pengawasan.
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Gambar 11.2. Aplikasi SIMTLHP

3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI SIPTL
merupakan aplikasi BPK DIY yang memual informasi pengawasan yang
dilakukan oleh BPK DIY. Data obyek pemeriksaan, jumlah pemeriksaan,
temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan
oleh obyek pemeriksaan.

=+ i i a - i i — - s & - ® wm

Py S— -

o o

- @ COSCOFENM @ -avew 508

Gambar |1.3. Aplikasi SIFTL BPK
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BAB il berisi:
A_ Capaian Kinerja Tahun 2024
B. Capalan Kinerja Lainnya

C. Realisasi Anggaran

D. Inovasl

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

BAB lli

AKUNTABILITAS

KINERJA

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan

pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspekiur Daerah Kabupaten

Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Pengukuran mengacu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala

nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel lIl.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

[

1

. nMuda.

No. Interval Nilai Realisasi | Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kinerja
{1 91 =100 Sangat Baik
2. 76<90 Tinggi
3. 66 <75 Sedang
4, 51 <65 Rendah
5, = 50 Sangat Rendah

Sumber. Permmndagr Nomar 86 Tahun 2077

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

BASE | CaP JARER 0 TARGET
BEASATAN BATU KRITE
— LINE | ATAN| Tar | mEaL [PiRsEN AKHIR
STRATRIAS | METAINDECATOR | AN | gy | 2633 | aer | 'mast | Tase o
i 3 3 3 s s | 7 5 [ 15
I | Masturiias  Skgterm | Ingikator: hinng 145 Ri2 | 3ER T [T

Pengandainn
Intarmal
Pamnrintan
{EPIP ) M ghiat

Milai Maturiias SP1P
berdasadean M dori
T B0 SFIPT . Kab
Clunumgkidol ysg
husaloya  dkan
dievalunai oleh BPKP
Peraakilan DY

Meta Indikatoc




SASARAN
STRATEGIS

META INDIKATOR

LINE
p i

3

| B28

Imterval shor
Mafesrify Loval
SRR dengan
karakianshik
sebiaga berkut.
Levast O ;

flka skor kurang
dari 1.0 (0 < gkor <
1.0}

Tingka! maturtas
belum ada

Level 1

jilka skor 1,0 sid
kurgng dan 2,0
(1.0 < shor < 2,0}
tingkal maturtas
rinfisan

Leval 2!

jika skor 20 s/d
kurang dari 3,0
(2.0 = shor < 3,0)
lingkat malurias
berkembang
Level 3:

jikz skor 3,0 s/d
kurang car 4.0
(3.0 = akor < 4,0)
tingkat matuntas
terdefinis

Level 4 : jika skor
4.0 sid kurang dan
45 (4,0 = skar =
4.5) tingkat
malurilas lerkelola
dan terukur

Leavel 5 ;

|ka skor anlara
45=/d 50 (45 =
skor = §)

Tingkat maturitas
optimum

Akuntabilitas
kinerja PD
Meninghat

ikt
Wilm AKEF FT
Meta Indskasor
Prodibos A A
[Mabay == | iy
Prodikag A
(MSilai >E0-590)
Prodikues BB
(Ml =70.80)
Proailial B
(Mils =600
Preglikent CC

I lad =50650)
Prediknt
(Milah =30-50)
Predabeat [
(Ml =051

akur

)

k3,0

B3.02
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Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:
Sasaran 1: Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Kinerja sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Meningkat diukur dengan indikator Nilai Maturitas SPIP Penjelasan hubungan
sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

"Ne Sasaran Indikator Meta Indikator
1 2 a 4
1 Maturitas sistem | Nilai Maturitas SPIP | Maturify Leve! penyelenggaraan SPIP adalah tinghat
pengendalian internal kamatangan panyelenggarasan SPIP dalam mencapai
i mbninakat fujuan pengendalian inlem yang ditandal oish
PRI RN eksistansi control design yang bersital hard cantrof dan
soff confrol.
Milal Maluritas SPIP  berdasarkan hasll Penilaian
Mandin dan Penjaminan Kualitas dan Tim Panilaian
Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP
Kabupaten Gunungkidul yang hasiinya akan dievaluasl
oleh BPKP Perwakilan DY
Interval skor Matunty Leve! SR dengan karaidensii
sebagai henkul:
Lavel | |ika skor kurang dad 1,0 (0 < skar <
1,0) ingkat maturitas belum ada
Level 1 o |ika skor 1.0 a/d kurang dari 2.0 (1,0
= skor < 2.0} tingkat maturitas
rintisan
Level 2 |iks skar 2.0 s/d kurang dar 3,0 (2,0
s skor = 30 tingkat matuntas
berkembang
Level 3 |ika skeor 3,0 &fd kurang dari 4,0 (3.0
% skor < 4,0) tingkat mafuritas
lerdefinisi
Leveld4 . [ikaskor 4,0 s'd kurang der 4.5 (4,0
% gkor < 4 5] linakal maturilas
terkelola dan terukur
Level 5 |ika skarantara 4 5s/d 50 (45<
ghor 5 5] tingkat maturitas aplimum
Dengan  lingkat maturitas  “lerdefinisi”, maka  karakleristik

penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten
Gunungkidul telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi
pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, sedangkan pelaksanaan
pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sehingga Kabupaten




Gunungkidul berada pada level 3 (terdefinisi) Karakleristik maturitas
penyelenggaraan SPIP Kabupaten Gunungkidul Tahun2023/2024 mencapai
level “terdefinisi” dengan tingkat maturitas “terdefinisi”. Kabupaten Gunungkidul
tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja,
tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program
dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.
Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan
kegiatan organisasi, selain itu juga telah menyusun dan mengimplementasikan
kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja

organisasi,

Selanjutnya dilaksanakan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan diperoleh malurilas penyslenggaraan
SPIP terintegrasi Kabupaten Gunungkidul berada di level “terdefinisi".
Pengukuran terhadap 3 (tiga) kompanen penilaian menghasilkan nilai maturitas
penyelenggaraan SPIP sebesar "3 666"

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (liga) komponen penilaian
berdasarkan hasil input pada sistem SPIP terintegrasi menunjukkan kondisi
sebagai berikut:

Tabel lll.4. Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas
Maturitas SPIP Terintegrasi

: PM PK
No. Komponen Ean;l‘siian Loval | Sier | Level | Gha
1. | Penetapan Tujuan 4 1,600 5 1,600
2. | Struktur dan Proses 3 0956, 3 0,956
3. | Pencapaian Tujuan 3 1,100 3 1,100
Penyelenggaraan SPIP
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 3 3,666 3 3,666
| | I

Berdasarkan data tersebut, maka capaian pada sasaran ini digambarkan
pada tabel .5 berikut:
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Tabel lIl.5 Capaian Sasaran

TAHUN 2024
Sasaran Indikator
Kinerja | Target | Reallsasi | Capaian (%) | Kategori
Maturitas:  Sistem | Maturitas 3,88 3,666 94 48 Sangat Baik
Pengandalian SPIP
Intermal Pemerintah
Meningkal

Dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan
SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah mampu
mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah
relevan dan lerintegrasi, sedangkan pelaksanaan pengendalian telah

dilaksanakan namun belum efektif,

Tabel lIl.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023
serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Realisasi Kinerja Target | Capalan s/d
Sasaran Indikator Akhir 2024
Kinerja 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Renstra terhadap
2026 (%)
Maturitas | praturitas 385 | 362 | 399 | 3,666 3.90 94
Sistam
SPIP
Pengendakian
Intemal
Pemerintah
Meningkat

Realisasi kinerja sebesar 3,666 pada Tahun 2024 mengalami penurunan jika
dibandingkan pada tahun 2023 yang realisasinya mencapai 3,99. Penurunan skor
pada Tingkat sasaran strategis Perangkal Daerah disebabkan karena penelapan
target indikator kinerja yang ditetapkan lehih rendah dar capaian tahun
sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun
sebslumnya yaitu tahun 2021,2022, dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan
target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel lIl.7 Perbandingan Nilai Maturitas SPIP
Pemkab Gunungkidul, Pemerintah DIY dan Pemkab/kota se Wil DIY

Tahun Penilaian
No Nama Inspektorat : =
2021 2022 2023 2024

1. | Propinsi DIY Level3 | Level3 Level3 | Level3
2. | Kota Yogyakarta Level3 | Level3 | Leveld | Level3
3. | Kabupaten Bantul Level3 | Level3 Level3 | Level3
4. Kabupaten Sleman Leval 3 Level 3 Level 3 Level 3
5. | Kabupaten Gunungkidul | Levelz | Level3 | Level3 | Level3
B. Kabupaten Kulon Progo Level 2 Level 3 Level 3 Level 3

Dari tabel diatas, Nilai maturitas SPIP Pemerintah kabupaten Gunungkidul
berada pada Level 3 sama dengan capaian Nilai SPIP Kabupaten/Kota lain di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian largel sasaran maluritas Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah meningkat didukung oleh program sebagai
berikut:

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Indikator Persentase Hasil
Pengawasan yang ditindaklanjuti.

Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi dengan indikator
Persentase PD yang sudah melakukan Manajemen Risiko.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah
sebagai berikut:
Tabel IIl.B. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR META INDIKATOR

1 | Malurilas Program Persentase hasil :
sistem penyelenggaraan | pengawasan yang -'“'d'”'"_l."_"’:‘““"”w'“l‘" LI
pengendali pengawasarn ditindaklanjuti Jurah st pengoesas
an internal '
f:;:;’;ﬁth Program perumusan | Persentase PD

kebijakan, yang sudah i
pendampingan dan melakukan MI
I asistensl manajemean risiko Sefurh Pl




Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah Meningkat tersaji pada Tabel 1.9 berikut :

Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Tabel I1.9, Capaian Kinerja Program pada

Capalan
Sasaran | Indikator | Kinera Indikater Kinerja Reafisa | Capalan
Kinerja | Tahun Program Program Targa | si(%) (%)
2024 (%) 1 (%)
gir:w Maturitas | 94.48% | Program Parsantasa 100 100 Sangat
Pengardalian | SFIP Penyslenggaraan | Penyelenggaraan Baik
ook Pangawasan Pangawasan
Intarmal = g
Pamearintah aksan
i Pragam Persentase 100 | 100 | Sangat
Parumusan Perumusar Balk
Kebijakan, Kebijakan,
Fanﬂalhplngan Pﬂndmphg.n
dan Aslstans| dan Asislensi
terfasilitasi
Sangal
Raia-rata Capaian Indikator Program 100 100 Balk

Capaian kinerja program pada Sasaran Maluritas Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah Meningkat rala-rata 100%, sehingga masuk dalam kategon

Sangal Baik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Maturitas Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat tersebut didukung dari:
1. Evaluasi Program Penyelenggaraan Pengawasan

Capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal
secara berkala;

Kegiatan pengawasan intemal secara berkala mencakup beberapa sub
kegiatan diantaranya pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, raviu
laporan kinerja, reviu laporan keuangan, monitoring tindak lanjut hasil
pengawasan. Dengan adanya pengawasan ke obyek pemeriksaan
diharapkan agar pelaksanaan kegiatan di OPD yang diperiksa telah
sesual dengan aturan atau pedoman yang berlaku sehingga akan
meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran.
Tindak audit yang

lanjut dan status atas setiap rekomendasi
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disampaikan aparal pengawasan intern/ekstern merupakan bahan
pengawasan bagl Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Berikut merupakan Realisasi Anggaran pada program strategis yang
berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat :

Tabel 111.10. Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan dan

Pengawasan Tahun 2024
Ne, |  MNama Program Kegiatan/Sub keglatan Anggaran Fealizasi %
1 | Program ‘Panyalenggaraan Pengawasan Intemal

Penyelenggaraan [y 5o eeazan Kinerja Pamariniah E5G1.100 | 5.581.100 100
Pengawasan Daersh

2) Pengawasan Keuangan Permarintah 24650000 | 23.765.000 | 9641
Daerah

3) Reviu Laporan Kinerja 13,500,000 | 13415000 | 99,37

4)  Reviu Laporan Keuangan 31,750,000 | 31.075.000 | 47687

Jumiah Anggaran Kagiatan Penyelanggaraan Pengawasan Internal 75491100 | T3.B45.100 | 87.82

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan dengan berpedoman pada
standar pengawasan yang telah ditetapkan dalam Piagam Pengawasan
Intem Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disahkan oleh
Bupati Gunungkidul pada tanggal 20 Desember 2024.

Audit dengan ftujuan tertentu merupakan kegiatan audit yang
diselenggarakan dalam rangka Inspektoral Daerah menjalankan fungsi
pemberian peringalan dini alau early warming system, atas perintah
pimpinan, permintaan/pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH)
dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat maupun
pengembangan atas temuan hasil pemeriksaan,

Tahun 2024 telah dilaksanakan 37 Audit dengan Tujuan Tertentu
dengan rincian sebagal berikut:

1. Investigasi sebanyak 1 (satu) audit

2. Probity Audit sebanyak 7 (tujuh) audit

3. Perintah Pimpinan sebanyak 28 (duapuluh delapan) audit
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Berikut merupakan realisasi anggaran kegiatan penyelenggaraan pengawasan

dengan tujuan tertentu yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis

Inspektorat :

Tabel IIl.11. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan

Pengawasan Dengan Tujuan tertentu Tahun 2024

dengan Tujusn Tartanty

- Mama Program Kegiaten/Sub kegiatan Anggaran Realisas! Y%
1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan
Penyslenggaraan | Tujuan Terlentu
Pengawasan
1) Pengawasan dengan Tujuan 630.5884. 800 | 623,852,500 | 64.8A
Tartantu
Jumlah Angoaran Keglatan Penyalenggaraan Pengawasan B30 884,800 | 623852500 | of.so

2. Evaluasi Capaian Program

Asistensi

Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan dengan tujuan :

1. Terpenuhinya Standar Audit

Intern khususnya penyusunan

perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan

prioritas Pengawasan Intern sesual dengan tujuan organisasi.

2. Terwujudnya prinsip keserasian,

keterpaduan,

menghindari

tumpang tindih dan pemeriksaan berulang, serta memperhatikan

efesiensi dan efekiivitas penggunaan sumber daya dan ketepatan

ruang lingkup pengawasan (auditi).

Realisasi anggaran pada program stralegis yang berkaitan langsung

terhadap sasaran strategis Inspektorat tertuang pada tabel berikut :
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Tabel 11l.12. Realisasi Anggaran
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengawasan Tahun 2024

Mo Nama Program Kegiatan/Sub kegiatan Anggaran | Roalisasi L
Program perumusan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
kebijakan, Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
pendampingan dan
amltensi 7] Perumusan Kebijakan Teknia di 2,950,000 | 2,900,000 | 68,31
Bidang Pengawasan
2) Perumusan Kebijakan Teknis di 2.850,000 | 2.900.000 | 88,31
Bidang Fasilitasl Fengawasan
Jumlah Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitas) Pengawasan 5800000 | 5800000 | op 31
Pendampingan dan Asistensi
Tujuan pelaksanaan pendampingan dan asistensi untuk
meningkatkan akuntabilitas, mengidentifikasi masalah dan memberikan
solusi terkait Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pada OPD se Kabupaten Gunungkidul.
Pendampingan dan asislensi dilakukan dalam segala aspek

pelaksanaan ketugasan di OPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
sebagal salah satu bentuk hubungan kemitraan antara auditor dan obyek
pemeriksaan alau antara konsultan dengan penerima jasa. Selain itu
dalam perumusan kebijakan diperlukan masukan dari pihak terkait
lainnya sebagai mitra Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Berikut merupakan Realisasi Anggaran pendampingan dan asistensi
yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat :

Tabel IIl.13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendampingan
dan Asistensi Tahun 2024

No. | Nama Program Kegiatan/Sub kegiatan Anggaran Realisasi %
1 | Program Pendampingan dan Asistensi - =
perumusan 1) Pendampingan dan Asistens] 156,175,000 | 156,210,000 | 98,14
kebijakan, Urusan Pemernntahan Daerah
pendampingan I B e rningan, Asislens), T0B.650.000 | 103,875,000 | 95,70
dan asistens! Verifikaal, dan Penilaian
Ralarmasl Birokrasi
Jumilah Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 267.A25.000 260.185.000 | 57,15




Faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian target terhadap program

prioritas Inspektorat Daerah antara lain :

1

Terdapat perbedaan persepsi dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga
terjadi kesalahpahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan,
dalam hal ini obyek pemeriksa sudah merasa menyelesaikan temuan hasil
pemeriksaan namun oleh aparat pengawas dianggap belum selesai karena
belum sesuai dengan rekomendasi;

Keterbatasan personil yang ada pada Inspekiorat daerah yang secara kualitas
dan kuantitasnya masih sangat kurang dari kebutuhan ideal,

Penerapan SPIP ini masih harus ditingkatkan sehingga masih periu adanya
komunikasi dan informasi untuk meningkatkan pemahaman secara terus

menerus sehingga dapat dipahami dari seluruh tingkatan/jajaran ASN.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai benkut :

1.

Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai
Quality Assurance, Consulting dan Early Warning;

2. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
3. Penambahan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil di Inspektorat

guna memenuhi kebutuhan ideal,

. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat

koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dan evaluasi tindak lanjut
dalam rangka percepatan penyelesaian temuan atas pemeriksaan APIP sesuai
dengan rekomendasi;

Melaksanakan asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan
terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul serta
penyusunan rancangan dan pertanggungjawaban APBKal terhadap 144
kalurahan diwilayah Kabupaten Gunungkidul maupun asistensi percepatan
penyelesaian tindak lanjul atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan
BPK-RIL

Membuka Klinik Konsultasi.
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Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1.
2.

Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik;
Komitmen tinggi dari para pimpinan instansi pemerintah Kabupaten
Gunungkidul dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dengan
berusaha meningkatkan penguatan berbasis pengendalian intemnal,

Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis;
Komitmen pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
aparal pengawas lepal waktu, hal ini memberikan gambaran pentingnya
inventarisasi, monitoring dan evaluasi atas temuan hasil pemeriksaan yang
telah dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi;

Melaksanakan Pelatihan di kantor sendiri guna menambah wawasan aparat
pengawas bekerjasama dengan BPKP DIY sebagai nara sumber atau ASN/
fungsional auditor yang diberi tanggungjawab untuk menyampaikan iimu dan
wawasannya terkait pemeriksaan/pengawasan yang lebih profesional,
Komitmen bersama antara pimpinan Perangkat Daerah dengan para perumus
kebijakan dengan pemberian pedoman yang jelas sehingga dapat diketahui
informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
dapat diselesaikan tepat waktu;

Komitmen Bupati menempatkan Inspekiorat Daerah sebagai lembaga
pengawas internal yang mengemban tugas sebagai fungsi kontrol dan filter
dalam meminimalisir teradinya pelanggaran dengan berpedoman pada
peraturan yang berlaku.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

(AKIP) diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran,
indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:
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Tabel lll.14 Sasaran, Indikator dan Mela Indikator

Sasaran Indikatar Meta Indikalor
(1) (2) (3)
Akuntabilitas Nilai AKIP PD Predikat AA (Nilai =90-100)
kinerja PD Meningkat Predikat A (Nilai >80-90)

Predikat BB (Nilai >70-80)
Predikat B (Nilai >60-70)
Predikal CC (Nilai >50-60)
Predikat C  (Nilal >30-50)
Predikat D (Nilai >0-30)

Nilai AKIP PD diperoleh dari hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Target kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinefa PD dengan indlkator kinerja Nilai AKIP
Perangkat Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar 82 (A), namun sampal laporan
ini disusun, LKjIP masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga
dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD
Tahun 2024 masih menggunakan nilai AKIP Tahun 2023,

Evaluasi AKIP Tahun 2023 dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen
manajemen kinerja, yang meliputii Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan perincian
sebagai berikut

Tabel lIl.15. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat Daerah Tahun 2023

NILAI HASIL
NO KOMPONEN BOBOT EVALUASI
1 | Perencanaan Kinerja 30% 2634 |
2 | Pengukuran Kinerja 30% 23,89
__ 3 | Pelaporan Kinerjia 5% | 1284
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25% 19.85
Intermal | R _ o
JUMLAH 100% 83,02
PREDIKAT A

Haslil evaluasi AKIP dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi pemerintah (AKIP) Nomor 700.1.2.7/Ev-LKjIP/042 tanggal 28 Maret
2024 menunjukkan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan
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nilai 83,02 (delapan puluh tiga koma nol salu) dengan predikat A. Kondisi ini
berarti kategori Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul “Memuaskan” yang ditandai dengan “terdapat gambaran bahwa
instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan
pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan

sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.”

Berdasarkan data tersebut, maka capaian pada sasaran ini
digambarkan pada tabel I1.16 sebagail berikut:

Tabel I1l.16. Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

TAHUN 2024
Sasaran. Indikator
Kineja | Target | Realisasl | Capaian (%) | Kategor
Akuntabilitas Nilai AKIP a2 B3,02 101,24
kinerja PD PD
Meningkat

Dari data tersebut diatas masih menggunakan realisasi tahun 2023 terlihat
dari target yang ditetapkan sebesar 82 terealisasi 83,02 sehingga capaian
kinerja sebesar 101,24, Nilai AKIP tahun 2022 sebesar 81,77 (A) meningkat
dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yaitu 80,71 (A).

Dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
(AKIP)  Nomor 700.1.27/Ev-LKjIP/042 langgal 28 Maret 2023 terdapat
beberapa saran/rekomendasi dan langsung ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Tabel .17
Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No Kondisi Saran/Rekomendasi Tindaklanjut

PERENCANAAN KINERJA

7. Dokumen Perencanaan 1. Mengusulkan parubahan 1. Mengajukan usutan
Kinerja telah tersedia sasaran sirategis perubahan sagaran

Inspekioral pada sirategis Inspeklorat pada
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4. Dokumen Parencanaan
Kinerja telah memenuhi

penyustinan RPJMD
barikutnya

penyusunan RPJIMD
berikutrya

standar yang baik 1. Mengusulkan perubahan 2. Mengajukan usulan
9. Perencanaan Kinerja meta Indikator atas perubahan meta indikator
telah dimanfaatkan untuk Sasaran Strategls Milai atas Sasaran Sirategis
mewwjudkan hasil yang Maturitas SFIP dari hasil Nilai Maturitas SPIP dari
berkesinambungan penilaian mandin dan hasil penilaian mandirl dan
penjaminan kualllas penjaminan kualltas
Maturitas SPIP terinlegrasi Maturitas SPIP terinlegrasi
menjadi hasil evaluasi menjadi hasil evaluas
Maturites SPIP Terintegrasl | Maturitas SPIP
oleh BPKP Terintegrasi oleh BPKP
3. Mengusulkan perubahan 3. Mengajukan usulan
largel sasaran strategls perubiahan target sasaran
maturitas SPIP terintegrasi strategis maturitas SPIP
sesual perubahan meta tenntegrasi sesuai
indikator darl hasil perubahan meta indikator
penilatan mandir dan dari hasil penilaian mandin
penjaminan kualitas dan penjaminan kualitas
Maturitas SPIP Terintegrasi | Maturitas SPIP
menjadi hasil evaluasi Terintegrasi menjadi hasil
maluritas SPIP Terintegras |  evaluasi maturitas SPIP
oleh BPKP Terintegrasi oleh BPKP
PENGUKURAN KINERJA
1. Pengukuran Kinerja 1. Berkoordinasi dangan 1. Metakukan koordinasi
telah dilakukan namun Sekraetariat Dasrah dengan Sekratariat Daarah
Bk terdacet Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul
bersama Perangkat bersama Perangkat
pedoman teknis Daerah terkait menyusun Daerah terkail menyusun
pangukuran kinerja dan pedoman teknis pedoman teknis
pﬂngumpulan data Fmﬂukumﬂ kiﬂﬁ]ﬂ d-ﬂﬂ DBI"'PQ-.LIRUI"H“ klﬁﬂ";la qﬂﬂ
Kinerja pengumpulan data kinerja pengumpulan data kinerja
. 2. Metakukan reviu SOP 2. Menyusun SOP
1. Pengukuran Kinerja Pengumpulen Data Kinerja | Pengumpulan Data Kinerjs
telah menjadi sebagal dasar mekanisme yang |elas terhadap
kebutuhan dalam yang jelas Em:dapk pﬂﬂgl.;rnpuT dadl;:inﬂlja
il pengumpulan data kinerja yang dapat dian an
mnumjudkar'n_ kinera yang dapat diandalian
secara aefekiif dan
efesien namun belum 3. Meningkatkan koordinas
dalam rangka pengukuran |3, Melakukan koardinas

ditakukan secara
barjenjang dan
berkelanjutan.

1. Pengukuran Kinera
telah dijadikan dasar
dalam pemberian
Reward dan Punishmen
sarta panyasuaian
strategi dalam
mencapal kinefja yang
efekiif dan afesian

Kinerja sampal dengan
tingkat individu sehingga
evaluasi kinerja dapat
dilakukan secara
berienjang sampai dengan
tataran individu

dalam rangka pengukuran
kinerja secara berjenjang
sampal dengan tingkat
tataran individu




PELAPORAN KINERJA

1. Telah terdapat dokumen
laporan yang
menggambarkan kinerja

2. Dokumen laporan
Kinerja telab memenuhi
standar

3. Pelaporan Kinerja lelah
memberkan dampak
dalam penyesualan
strategi/kebijakan dalam
mencapal kinerja
barikutnya

Meaiakukan koordinasi dan
sosialisasi berkala terkait
pencapalan larget kinerja dan
strateqi pencapaian larget
kepada seluruh pegawai
sehingga memungkinkan
seluruh pegawal mengakses
Informasl kinera dan
menindaklanjuti hasil evaluasi
kinerja

Melakukan koordinasi sacara
berkala kepada semua
pegawal

EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA

INTERMAL

1. Evaluasi Akuntabilitas
Kinarja Intemal telah
dilaksanakan
berpedoman pada
Peraturan Mentari
Pendayagunaan
Aparalur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Momaor 88 Tahun 2021
tentang Pedoman
Evaluasi atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
instan=i Pemerintah,
namun belum terdapal
pedoman teknis
evaluas| Akuntabilitas
Kinerja Intemal

2. Evauasi Akuntabilitas
Kinerja Intemal telah
dilaksanakan secara
barkualitas dengan
sumber daya yang
mamadai

3. Implementasi SAKIP
telah meningkat karena
evaluas| Akuntabilitas
Kinerja Inlemal
sehingga membarnkan
kesan yang nyala
(dampak) dajam
afaktifitas dan efesiensi
kineria

1. Bersama dengan

Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
melakukan pembaharuan
Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 14
Tahun 2016 tantang
Patunjuk Palaksanaan
Evaluas| Alas
Implementasi Sistem
Akuntabllitas Kinerda
Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul
sesual Peraluran Menteri
Pandayagunaan Aparalur
MNegara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinera
Instanst Pemerintah,

2. Memanfaatkan Hasil

Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal untuk
perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas kinerja

1. Melakukan pembaharuan
Feraturan Bupati
Gunungkidul Narmor 14
Tahun 2016 bersama
dengan Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

2. Alkan ditindaklanjut|
dengan memanfaatkan
hasil evaluasi Akuntabilitas
Kinera Internal untuk
perbaikan dan peningkalan
akuntabilitas kinerja
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Tabel IIl.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

— Target | Capaian sid
Sasaran. | Indikator Rekonvivnege 1 e 2023
Kinerja 2021 2022 2023 Renstra terhadap
— (2026) 2026 (%)
Akuntabiltas | njai  AKIP | 80,71 | 81,77 83,02 83 100,01
kinarja PD PO
Meningkal

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah
sebagai berikut:

Tabel lll.19 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO | SASARAN PROGRAM I INDIKATOR META INDIKATOR
I. | Akuntabllitas | Program penunjang | Persentase pemenuhan
kinerja PO urusan pemerintahan penunjang urusan
maringhkat daarah pamerintah dasran | Jianiad oo pewiajong brrlekmg
kabupaten/kota kabupaten tedaksana | e 0
dengan baik
1 _ ) .
Tabel I11.20 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola
Sasaran, { &
Kinera | Tahun Program Program T“;W Realisasi
2024 (%) (%) (%)
Akuntabiltas | Nilai 101,24 | Program Presentase 100 98,41
kinerjs PD AKIF PD Panunjang Pemanuhan
Meningkat Urusan Fenunjang
Pemerintahan | WUrnusan
Dasrah Pamenrilahan
Kabupaten' Dasrah
Kota KabupatenMota
terfasiitasi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat
rata-rata 98,41%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik.
Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD

Meningkat tersebut didukung dari:
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di
dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan

~ e ap ow

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul antara lain:

1. Sarana dan prasarana pelayanan publik berupa kendaraan dinas operasional
masih terbatas, tidak sebanding dengan beban ketugasan.

2. Masih terbatasnya kapasitas SDM Pelayanan.

Solusifstrategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan kendaraan dinas operasional.

2. Mengikutsertakan pegawal dalam diklat/bimtek manajemen pelayanan publik.

3. Memaksimalkan penggunaan ruang dan sarana yang tersedia

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Adanya komitmen yang tinggi dari setiap pegawai di Inspektorat Kabupaten
Gunungkidul dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan
sesual dengan fungsinya:

2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait,
khususnya dengan Bappeda, dan BKAD dalam rangka penyusunan anggaran
belanja:

3. Adanya kepemimpinan dan pengendalian internal yang baik, komitmen,
profesionalitas, kejujuran yang baik dar karyawan, serta adanya aturan teknis
dan SOP.
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B. Capaian Kinerja Lainnya

Manitoring Center for Prevention (MCP) KPK sejatinya dilatarbelakangi
oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat
digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen
tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi
yang rentan lerhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman lersebut
menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan
memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. Sebagaimana tugas
dan fungsi KPK dalam koordinasi dengan inslansi yang berwenang
melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang
bertugas melaksanakan pelayanan publik, maka KPK membentuk MCP di
setiap Pemerintah Daerah dan berkolaborasi dengan Inspekiorat sebagai
koordinator di setiap daerah.

Nilai MCP KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan
pengawalan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mencapai nilai

sebesar 97 12. Nilai ini telah memenuhi target secara nasional.
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Gambar lll.1. Capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
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Sebagai salah satu upaya menjaga kualitas penilaian kapabilitas APIP
agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarmya, BPKP
Perwakilan DIY melakukan proses evaluasi atas penilaian mandin
penyelenggaraan kababilitas APIP pada seluruh APIP di bawah
koordinator BPKP Perwakilan DIY, termasuk Inspektorat daerah
Kabupaten Gunungkidul. Penilaian kapabilitas APIP merupakan suatu
rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian
mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandir termasuk proses ekspos
panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi
atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area
yang memeriukan perbaikan (Area of Improvement/Aol)., Aol tersebut
menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan
menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksl tersebut akan
dimenitor lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan
kapabilitas APIP sampai dengan leve! optimum,

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP
pada Inspekioral Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor
PE.09.03|LHP-219/PW121612024 tanggal 8 Agustus 2024. Hasil penilaian
mandiri dan evaluasi kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel lIl.21. Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi Kapabilitas Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Hasil Penilaian Hasil Evaluasi
NO Eleman Mandiri

Level skor Level skor

Komponen dukungan Pengawasan (Enabiler)

1. Pengelolaan sumber daya manusia 4 0,72 3 0,54
Praklik Profesional 3 0,54 3 0,54
Akuntabliitas dan Manajamean Kinarja 4 0,24 4 0,24
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Hasil Penilaian Hasil Evaluasi
NO Elmmen Mandir

Level skor Lavel skor

4, Budaya dan Hubungan Organisasi 3 0,20 3 0,18

5. Struktur Tata Kelola 4 0,44 3 0.44

Komponen Aktifitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)

6. Peran dan layanan 3 1.20 3 1,20

S"'HPLIIEﬂ'l dan Entitas 3 3,38 3 3,14

3. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu penyedia layanan publik di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei
atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap
pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017, maka telah
dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat
merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat,
Dengan kolaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif
atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang
akurat dan komprehensif. Indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
terealisasi 80,78. Dengan hasil tersebut secara umum dapat
mencerminkan bahwa tingkat kualitas pelayanan publik Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul baik.

4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun 2024 dilakukan
melalul aplikasi SIPTL sebagai berikut:
% Jumlah temuan : 390 temuan
< Jumlah Rekomendasi : 850 rekomendasi
< Jumlah tindak lanjut, dengan rincian sebagai berikut :



* Selesai tindak lanjut : 838 rekomendasi (98,59%)

* tindak lanjut masih dalam proses : 4 rekomendasi (0,98%)

* tindak lanjut belum sesuai 1 7T rekomendasi

*Jumiah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan

yang sah : 1 rekomendasi

| - — —

Gambar liL2. Capaian TLHP BPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

5. Survei Penilaian Integritas (SPI1) merupakan altematif pengukuran atau
perangkat diagnostik yang dirancang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) agar dapat membantu Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
untuk memetakan persoalan integritas dan risiko korupsi yang dihadapi
saat pelaksanaan tugas, mengembangkan program pencegahan dan
penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi.
Survei Penilaian Integritas (SPl) merupakan bagian dari kegiatan
pencegahan korupsi yang dilakukan KPK yang ditujukan untuk membantu
memperkual perencanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan korupsi baik
bagi K/IL/IPD maupun KPK, SPI tahun 2024 akan dilaksanakan pada 542
Pemerintah Daerah dan 35 Kementerian/Lembaga dengan metode e-SPI

41



(online survey). Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul adalah 80,08, kategori “Terjaga".

= ]
l-..l KPK o o
Launching Hasil Survel Penilalan Integritas 2024

Jakarta, 22 Januari 2025

G
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Gambar I11.3. Capalan SPI KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

6. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi perlimbangan dan harus

selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang
bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari
perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
Qutput darl program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan
sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan
perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi
kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia,
anak-anak dan penyandang disabilitas.
Setiap program telah dilakukan dengan mempertimbangkan 5 (lima) kelompok
afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga
evaluasi. Parlisipasi dalam perencanaan tidak boleh membalasi apalagi
menghalangl aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi
dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Hal yang sama uga dilakukan pada
pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah.
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Afirmasi gender dalam program/kegialan diterapkan mulai dari lahapan
perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative
Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah,

Dalam upaya penguatan pengarusutamaan gender, Inspektorat Daerah
melakukan pengujian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) dalam proses reviu RKA Tahun Anggaran 2024 untuk
memastikan setiap OPD telah menyusun perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender dengan bukti analisis berupa gender analysis pathway dan
gender budget statement.

C. Realisasi Efisiensi Anggaran

Anggaran Belanja Daerah pada Inspekiorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerija Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomaor
DPPA/A.6/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tertanggal 23 Agustus 2024
ditetapkan sebesar Rp11.530.862.254,00,00 telah menyerap anggaran sebesar
Rp11.346.967.537,00 sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah
Rp183.894.717,00 atau 98,41%

Anggaran dan realisasi belanja unluk Tahun 2024 yang dialokasikan untuk
membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan
disajikan dalam tabel 111.22 berikut:

Tabel .22 Realisasi Anggaran Program dan kegiatan

No | Program/Kegiatan | Anggaran(Rp) | Rsalisasi(Rp) “"‘"ﬂ;" Selisih (Rp) E""""'m

1. Program T06.375.800,00 697.688.600,00 88,77 85.471,750,00 12,25
Penyelenggaraan
Pengawasan

1] Fenyslanggaraan 75.491.100.00 73.846.100,00 g7.82 4.147.150,00 562
Pengawasan Intermal

2} Penyelenggaraan 630.884.800,00 623.852.600.00 88,88 B1.324 600,00 13,04
Pengawasan Dengan
Tujuan Tertaniu
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Program/Keglatan

Anggaran (Rp)

Reafisasi (Rp)

Selisih (Rp)

M &

Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan dan
Asistens|

2T3.725.000,00

265.985.000,00

97,17

8.372.580,00

1

Perumusan Kebiakan
Teknls di Bidang
Pengawasan dan
Fasilitas|
FPerigawasan

5.900.000,00

5.800.000,00

86,31

2]

Pendampingan dan
Asislets

267.825.000.00

260.186.000.00

97,15

B.372.580.00

322

Program Penunjang
Urusan
Pamerintahan
Daerah

Kabupatan/Kota

10.550.761.354,00

10.383.283.937,00

98,41

32.331.063,00

.31

1]

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

36.408.000,00

35,688.400,00

98,03

1.772.800,00

487

2)

Administrasl
Keuangan Perangkat
Daerah

B.721,7756.066,00

8.632.128.776,00

98,87

1.246.891,00

0.01

3)

Adrministras|

Kepagawaian
Perangkat Daerah

348,766.500,00

344,776.040,00

98,66

£.638,000,00

1,83

4)

Administras) Limim
Perangkat Daarah

857 .86049,000.00

BD4 324 337,00

83,35

B.735.683.00

0,98

Pengadaan Barang
Milik Dasrah
Penunjang Lirusan
Pemeariniahan Dasarah

17.500.000,00

17.500.000.00

100.00

B.735.694,00

45 82

6]

Penysdiaan Jasa
Panunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah

116.501,488,00

107.856.818,00

82,68

4.573.794,00

4,24

T

Pemaliharazn Barang
Milik Dasrah
Penunjang Wrusan
Pemerintahan Daerah

351,172.000,00

351.009.466.00

627.881.00

018

Jumlah
Kesaluruhan

11.520.862.254,00

11.346.967.537,00

98,41

126.176.293,00

1,11

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan dalam

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2024

pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel 11.22 sebagai berikut:



Tabel lll.23. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No hogh ; b | Efsissnsi
Pendukung Target | Realisas| (%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) (%)
1. | Kapasitas 3.88 3,688 94 48 980.100.900,00 963.683.600,00 | 98,32 1.70
Tata Kelola
Pamerinlahan
meningkat
2. | Meningkatnya a2 a3 02 101,24 | 10,550,761.354,00 | 10.383.283.937.00 | 98.41 1,81
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkal
Daerah
Jumiah Belanja Tolal 11.530,862.254,00 | 11.346,967.537,00 | 0841 1.62
Jumiah Belanja Program Utama 080.100.900,00 853.683.600,00 | 9832 1.70
Jumiah Belanja Program Penunjang 10.560.761.354,00 | 10.383.283.937,00 | 98.41 l 1.61

Sumber Dala . Subbagian Perencenasn Inspektorat Daerah, 2023
*) Nitesl LIGIP tahun 2023

Berdasarkan tabel 111.23 di atas capaian kinerja sasaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai target kinetja tahun 2024
dengan realisasi anggaran capaian darl total belanja operasional
program/kegiatan yang terkail langsung pencapaian sasaran sebesar
Rp980.100.900,00, terealisasi 963.683.600,00 atau 98,32% sehingga terdapat
efisiensi dana sejumlah Rp16,147,300,00 atau 1,70% yang bersumber dari:
= Efisiensi belanja administrasi kepegawalan; dan
« Efisiensi kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu.

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur
untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber
daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide krealif yang dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun lidak
langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran
kinerja antara lain:
1.Pemanfaatan aplikasi virtual meeting untuk melakukan desk tindak lanjut

hasil pemeriksaan, rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan
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pelatihan kantor sendiri yang memerlukan talap muka dialihkan secara
daring;

2. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google
drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.

3. Pemanfaatan aplikasi SIMTLHP untuk memudahkan pelaksanaan tugas
fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelesalan
tindak lanjut temuan dan rekomendasi,

46



A, Kesimpulan p—
B. Langkah Perbalkan Kinerja PENUTUP

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Hambatan permasalahan kinerja antara lain:

a. Bertambahnya jumiah ketugasan mandatory pusat yang dilimpahkan ke
Inspektorat Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan ketidakseimbangan
antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM
yang dimiliki;

b. Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya SPIP dalam rangka
menciptakan tatakelola pemerintahan yang efeklif, efisien, dan akuntabel
sehingga masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam
pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan
hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi
sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut
untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk
dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD;

2. Faktor pendukung ketercapaian kinerja antara lain:

a. beralannya fungsi konsultatif dan peran  Inspektorat Kabupaten
Gunungkidul sebagai mitra bagi Perangkat Daerah maupun stakeholder
lainnya dengan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka melalui
diskusi, sharing dengan semangat mengawal lujuan pembangunan
Pemerintah Daerah,
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b. komitmen dan integritas seliap unsur pada Inspekioral Kabupaten
Gunungkidul dimana setiap unsur dituntut untuk mau dan mampu
meningkatkan kinerja dan kemampuannya,

c. koordinasi intensif dengan stakeholder baik internal maupun ekstemal
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan ketugasan dan
pencapaian tujuan kinerja Inspektorat maupun Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul;

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pendampingan kepada OPD untuk membangun sistem
pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis
manajemen risiko dan faktor risiko pada setiap masing-masing manajemen
OPD,

2. mengikutserlakan personil dalam pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi keahlian
yang terakreditasi oleh badan akreditasi terkait dalam rangka peningkatan
kapasitas SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk peningkatan
kompetensi;

3. komunikasi lebih intensif terhadap stakeholder terkait (Itjen Kemendagri, ltien
Kementerian Teknis, BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota) dalam rangka

konsolidasi dan penyusunan perencanaan pengawasan kedepannya.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernntahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - SAPTOYO, 5.S0s,, M.Si
Jabatan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama H SUNARYANTA

Jabatan Bupati Gunungkidul
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai targe! kinefja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rar7ha pemberian penghargaan dan sanksi

Wonosari. S lanhar 2604
Pihak asntu.

SAPTOYO), S.Sos.. M Si




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ks . i - Target ]
E_ Sﬂffi” Strategis Indlkatu_r_ Kinerja | Satuan | Ju miah
(1) (2) ) N i (4)

1. | Maturitas Sistem Maturitas SPIP Indeks | 388

Pengendalian Internal
Pemerintah meningkat

2. | Meningkatnya Akuntabilitas Nilai AKIP | Nilai B2 (A)
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah (kategori)
| |
Program Anggaran Keterangan

1 Program Penyelenggaraan Rp610.613 600,00 APBD
Pengawasan

2. Program Perumusan Rp273.725 000,00 APBD
Kebijakan/Pendampingan
dan Asistensi

3. Program Penunjang Urusan Rp10 867 775.410,00 APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGHKIDUL

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
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Laman inspektorat.gununghidulkab.go.id: Posel inspektorati@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAPTOYO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disabut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesual lampiran
perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 2 ﬂ-ﬂjul""f 201y
9 'F{halg Kesatu,
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LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pemerintahan Daerah Kabupaten /
Kata

Indikator Tujuan Target
No. L . Tujuan Perangkat Dasrah Perangkat Daerah 5 - F enichs
(1 ) {3) (4)
1, | Terwujudnya Sistem Pengendalian | 1 Nilai Maturitas SPIP Indeks 3.80
imternal Pemenniah Daerah yang Tahun 2026
handal
2 Nilai AKIP Perangkat Nilai (kalegaori) 83
Daerah Tahun 2026 o
l Target
Nao. | Sasaran Strategis Indlkltn: lﬂlnrjl i T
I ] . (2) (3} {4}
1 Matuntas Sistem Pengendalian Maturtas SPIP Indeks 3.88
Internal Pemerintah meningkat
2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Milal AKIP Ferangkat Nilal (kategon) B2 (A)
Perangkat Dasrah Daerah
Program Anggaran Keoterangan
1 Program Penyelenggaraan Rp 706.375.900,00 APHD
Pengawasan
2 Program Perumusan Kebijakan / Rp 274.725.000,00 APBD
Pendampingan dan Asistensi
3 Program Penunjang Urusan Rp 10.550.761.354,00 APBD

Wonosari, a. Agqurtut 2024
~ 'Pihak Kesatu,

EﬂPT@‘ﬂﬁ S.Sos., M.Si.
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
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Jalan Taman Bhakt 28 WonosariGunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539
Posal ‘inspektoral@gunungkidukab go |d, Laman  inspekiorat gunungkidulkab go.id

Wonosari, A8 Maret 2024
Nomor 30.1.2.7/€v- LEIP/ 042

Sifat - Rahasia
Lampiran =
Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pada Inspektoral Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023

Yth. Bupati Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomeor 06/Ev-ITDA/LKJIP/2024 tanggal 1 Maret
2024 kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 mulai
tanggal 4 Maret sampai dengan 6 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinena Instansi Pemerintah;
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¢ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP,

d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi alas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta
untuk mendorong peningkalan pencapaian kinerja yang lepat sasaran
dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIF atau evaluasi
atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat
mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan
secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP  dalam
mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi
a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
¢ Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi
SAKIP; dan
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya.
4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara |ain:

a Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan
dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Penilaian pengukuran kineria berjenjang dan berkelanjutan yang
telan menjadi kebutuhan dalam penyesuaian straleg dalam
mencapai kinerja,

¢. Penilaian pelaporan kineria yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar

D ]



dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
bernkutnya,

d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan
kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP
untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

Metodologi Evaluasi

Penilalan dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluas: AKIP
setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen,
kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilar dengan
pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan
gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan
Nilai Penjelasan
Jawaban

AR 100 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah
dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir

A 80  Jika seluruh krteria telah terpenuhi (100%) dan telah
dipertahankan dalam selidaknya 1 tahun terakhir
BB 80  Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesual
dengan mandal kebijakan nasional
B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah lerpenuhi (=75% -
100%)
CcC B0  Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% -
75%).
C 50 Jika kualitas sebagian kecil kntena telah terpenubi (>25% -
50%:)
D 30  Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai
dipenuhi (=0% - 25%)
E 0  Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria

penilaian akuntabilitas kinerja:



b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan - | _
Milai Penjelasan
Jawaban

AA 100 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat
upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara

nasional.
A 80 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat
beberapa upaya yang bisa dihargai dan pemenuhan kritena

tersebut
BB BO  Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai
dengan mandat kebijakan nasional.
B 70  Jika kualitas sebagian besar kriteria telah lerpenuhi (>75% -
100%;).
cC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (=50% -
75%)
C 50 Jika kualitas sebagian kel kritena lelah terpenuhi (=25% -
50%)
D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai
dipenuhi (>0% - 25%)
E 0  Jika sama sekal tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria

penilaian akuntabilitas kinerja

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam
pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan

beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga
diperoleh nilal total (hasil akhir) di setap komponen Lembar Kerja
Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil
akhir dari penmumlahan komponen-komponen memberikan gambaran

tingkat AKIP, dengan kategon predikat sebagai berikut



AA Sangat Memuaskan

(Milai >80-100) Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola
dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah
terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien
(Refarm). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level
individu

A Memuaskan

(Nilai > 80 — 80) Terdapatl gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewujudkan pemernntahan
berorientas hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampal ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB Sangat Baik

(Nilai > 70 ~ 80) Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat bak pada 2/3 unit
kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung.
Akuntabililtas yang sangal bak ditandali dengan mulai
terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai
kinarja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan
berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinera telah
dilakukan sampai ke level eselon 3fkoordinator

B Baik

(Nilai > 80 = 70) Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit
kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu
adanya sedikit perbalkan pada unit kerja, serta komitmen dalam
manajemen kinerja, Pengukuran kinerja baru dilaksanakan
sampai dengan level eselon 2funit kerja

cC Cukup (Memadai)

{Nilai > 50 - 80) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik Namun demikian,
masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar
khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

c Kurang

(Nilai > 30 — 50) Sistern dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan
Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga

masih perlu banyak perbaikan mendasar di lavel pusat



Predikat Interpretasi

D Sangat Kurang
{MNilai > 0-30) Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekall tidak dapat

diandalkan. Sama sekali belum terdapal penerapan manajemen
kinerja sehingga masih periu banyak perbaikan/perubahan yang
sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementas
SAKIP.

6. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
Tidak terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI
1. Kondisi

a Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen
Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja
Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerna (PK), Dokumen Indikator
Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawal dan
Dokumen Rencana Aksi atas Kinera.
Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh
gambaran sebagai berikut
1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia
2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang

baik



3)

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan
hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

1)

2)

Penyajian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah "Maturitas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Meningkat”
kurang tepat, karena Maturitas SPIP bukan merupakan
tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku Perangkat Daerah,
namun langgung jawab Pemerintah Daerah secara umum.

Pada penyusunan awal Renstra Inspektorat Daerah, proses
evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP lidak dilaksanakan secara
rutin setiap tahun, sehingga penjelasan meta indikor Maturitas
SPIP berupa hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas
Nilal Maturitas SPIP. Mulai Tahun 2023, evaluasi dilaksanakan
secara rutin sehingga penyajian target Nilai Maturitas SPIP dan
penjelasan Meta Indikator menjadi kurang tepat

b Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan

mekanisme pengukuran kinerja mulai dar pengumpulan data kinerja.

keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinena hingga

pemanfaatannya.
Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh

gambaran sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun belum terdapat
pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja.

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien namun belum
dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam
mencapai kinerja yang efektif dan efisien



Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

1) Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinera dan
pengumpulan data kinerja.

2) SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu di reviu.

3) Belum semua pegawai memahami dan pedull atas hasil
pengukuran kinerja.

c Pelaporan Kinerna

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinera,

penyampaian, publikasi,  penyajian informasi  kinerja  dan

pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja

tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh

gambaran sebagai berikut

1} Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.

2} Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam
penyesuaian  strategi/kebijakan dalam mencapai  kinerja
berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya
menjadi kepedulian seluruh pegawai

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal mencakup keberadaan

pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut

hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan
pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh

gambaran sebagai berikut.

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
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2)

3)

Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pedoman
teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara
berkualitas dengan sumber daya yang memadail

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang
nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

1)

2)

Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum
diperbaharui sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya
dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas

kinerja.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat
disarankan/direkomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Gunungkidul
untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

1

2)

3)

Mengusulkan perubahan sasaran sirategis Inspektoral Daerah
pada penyusunan RPJMD berikutnya

Mengusulkan perubahan meta indikalor atas Sasaran Strategis
Nilai Maturitas SPIP dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan
kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi
Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP.

Mengusulkan perubahan target sasaran strategis Maturitas SPIP
terintegrasi sesuai perubahan meta indikator dan hasil penilaian
mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi
menjadi hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP.



b. Pengukuran Kinerja

1

2)

3)

Berkoordinasi dengan  Sekretariat Daerah  Kabupaten
Gunungkidul bersama perangkat daerah terkait menyusun
pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja.

Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar
mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang
dapat diandalkan

Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengukuran kinera
sampai dengan tingkat individu sehingga evaluasi kinerja dapat
dilakukan secara berjenjang sampai dengan tataran individu.

c. Pelaporan Kinefja

1)

Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala terkait pencapaian
target kinerja dan strategi pencapaian target kinerja kepada
seluruh pegawai sehingga memungkinkan seluruh pegawai
mengakses informasi kinerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi

kinerja.

d Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1)

2)

Bersama dengan Sekretarial Daerah Kabupaten Gunungkidul
melakukan pembaharuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluai Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinera Internal
untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



C.

PENUTUP

y

Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul. memperoleh nilai sebesar 8302 dengan kategori A,
dengan rincian sebagai berikut.

No Komponen | Bobot | Nilai Hasil
Evaluasi
1 | Perencanaan Kinerja 30 % 26,34
2 | Pengukuran Kinefja 1 30% 2389
3 | Pelaporan Kinerja . | 15% 12,94
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 19,85
' Jumiah [ 100% | 83,02

Poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut
akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat
mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil, maka wunil Kerja/instansi pemerintah harus
berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk
meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian
kinarja yang telah direncanakan.

Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih
atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen
yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan

evaluas,



Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023,
mohon menjadikan periksa.

.4 SARTOYD, 5.508, M.Sip/
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul,

2. Inspektur Kabupaten Gunungkidul



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
rL:?]r}(ﬂ ﬂ?mTJa?%ﬂL?ﬂrE?c: rﬂg

Jalan Taman Bhakt Nomor 2 B Wonasarl Quaungkidul 55812
Telepon (D274) 391538, Faksimile (0274) 391539

Posal . [nspekivratiffigununghidulkab goid, Laman | inspekiorat.gunungkidulkab.ge id
e —— = S—

Wonosari, 30 Aua 808y

Nomor S 70012/ 41/ 9063 4

Sifat Segera

Lampiran 1 (satu) bendel

Hal - Tindak Lanjut LHE AKIP
Inspektorat Daerah Tahun
2023

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di-
Wonosari

Menindaklanjuti Laporan Hasil Ewvaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Inspekiorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023
Nomor 700.1.2.7/Ev-LkjIP/042 tanggal 28 Maret 2024, maka bersama ini kami
sampaikan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih

JINSPEKTU

YO, S.Sos., M.Si.
Pembina Wtama Muda, Gol. IVic
NIP. 19710325 189101 1001

Tembusan :
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul.
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

I“L."HM?H?.M,..JT/I?&’H 2157 e ‘T'Jg'
L L C.J
Jalan Taman Bhakt Nomar 2 B Woenosan Gunungkidul 55612

Telepon (0274) 381538, Faksimile (0274) 381538
Posel  inspektorat@ounungkiduliab goid. Laman | inspektorat gunungkidulkab go id

Wonosari, 25 Juni 20y

Nomor  : 700-1. /14673024

Sifat . Segera

Lampiran . 1 (satu) bendel

Hal Tindak Lanjut LHE AKIP
Inspektorat Daerah Tahun
2023

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di -
Wonosan

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 700.1.2 7/Ev-
LkjiP/042 tanggal 28 Maret 2024, Inspektorat Daerah telah melaksanakan koordinasi dalam
rangka menyusun pedoman evaluasi AKIP terkait pembaharuan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 14 Tahun 2016, sebagaimana bukti terlampir

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

/INSPEKTUR,

{SAPTOYO. S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol V/c
NIP. 18710325 129101 1001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

L’:ﬂmﬂ?ﬂﬂq?ﬂ?f‘ﬁ{ﬂ? 'TTu'Iéfti}?tfl ‘T'l.;'

Jalan Taman Bhakli Momaor 2 B Wonosan Gununghkidul 55812
Telepon (0274) 391539 Faksimile (0274) 391538
Posel | smspekiorm@gununghiduligt: ge 14, Leman : inspekiorat. gunungkidulkab.go.id

Wonosari, ¥ Jury 2024

Nomor o0 T 3213 jaen !

Sifat - Segera

Lampiran . -

Hal . Usulan perubahan Sasaran Strategis

Inspektorat Daerah pada
penyusunan RPJMD berikutnya.

Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah Kabupaten Gunungkidul
di-
Wonosari

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023 Nomor 700.1.2.7/Ev-LkjIP/042, bahwa Sasaran Strategis Maturitas
SPIP yang selama ini menjadi Indikator Sasaran Strategis pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul, adalah merupakan Sasaran Strategis Pemerintah
Daerah bukan pada Inspektorat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan perubahan
meta indikator dar Hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP
Terintegrasi menjadi hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

INSPEKTUR,

Y0, S.S0s,, M.Si
- Pembina Utama Muda, Gol. IVic
Uy NP, 19710325 199101 1001

-

i PARAF HIERARKI

SEKRETARIS : i :
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN | {8

Tembusan :
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

non K Aa.-A 27TMENE T
MG AN ade TIENE T2
Jalan Taman Bhaktl Nomor 2 B Wonosar Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391530, Feksimile (0274) 321539
Posel o.dd, Laman : inspekiorat gunungiidulkst,go id

LAPORAN REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Setiap SKPD atau
Unit Kerja dari level tertinggi sampai level terendah berkewajiban menyusun Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sesuai dengan keluasan
lingkup proses pekerjaan dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan
SOP AP, SKPD melakukan evaluasi internal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan evaluasi internal atau reviu SOP harus dilakukan sehingga proses
penerapan SOP nya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap
upaya reviu SOP akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan
evaluasi sehingga penyempurnaan — penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan
secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan
memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum
dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin
timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau
menyediakan dukungan tambahan.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan reviu SOP adalah :

1. Melakukan perbaikan layanan publik kepada pengguna;

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai
dalam melaksanakan tugas,

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

Menciptakan ukuran standar kinerja untuk memperbaiki kinerja serta

& o b oW

Membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;



C. Pembahasan

Inspektorat Daerah telah melakukan reviu secara berkala terhadap SOP

pelayanan yang ada dan hasil reviu adalah sebagai berikut

1

Inspektorat Daerah berdasarkan SOP yang telah ditetapkan selalu memberikan
pelayanan yang terbaik dan berupaya agar dapat meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat,

Standar operasional prosedur pelayanan yang telsh ditetapkan dan berlaku
sebelumnya masih dapat mengakomodir seluruh aspek standar pelayanan;
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Inspektorat Daerah maka dasar hukum pada SOP sebelumnya sudah tidak
relevan lagt.

D. Kesimpulan

Dengan adanya hasil reviu sebagaimana tersebut di atas maka perlu

penyesuaian dasar hukum pada SOP yang ielah ditetapkan sebelumnya dan
selanjutnya menetapkan SOP baru untuk menggantikan SOP yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Wonosan, 13 Mei 2024
JINSPEKTUR,

¢ . M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IVic
NIP. 19710325 199101 1001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jadan Taman Bhakli Nomor 2 B Wonosan Gununghkidul 55812
Telepon (0274) 391529, Faksimile (0274) 391538

Posel | inspekiortiBgununakduliab go id, Laman : inspaktorat. gununghidulkab_go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 20 /KPTS/2024
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

bahwa data kinerja hasil pembangunan harus
dikelola dan diolah dengan baik guna memberikan
informasi vang komprehensif kepada masyarakat;
bahwa agar pengumpulan data kinerja dapat lebih
berdava guna dan berhasil guna, perlu disusun
Standar Operasional Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Inspektur tentang Standar
Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah Kabupaten  Gunungkidul
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3
Tahun 2021;

. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun

2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun

2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi.
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data
Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dan
Keputusan ini.;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal '35 Mei 1024

[ INSPEL
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
v A ;1.5:-; H}Inr’, 13
Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul §5812
/ Telepon (0274) 391533, Faksimile (0274) 391539
~Posel inspektora nungkidulkab.go.id. Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 15 Juli 2024

Nomor - 0.1 J,b/SFl‘P/SR

Sifat . Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal - Laporan Hasil Monitoring Tindak

Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) SAKIP Tahun 2023 pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Yth, Inspektur
Kabupaten Gunungkidul

di
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2023
tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024
dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13/ITDA-
Monev/Skip/2024 tanggal 12 Juni 2024 kami telah melaksanakan monitoring atas
tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai
dengan 21 Juni 2024 pada Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil asistensi terkail catatan dan rekomendasi, kami sampaikan
sebagaimana terlampir.



Demikian laporan ini kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian

sebagaimana mestinya.

WUBERZ1OYO, S Sos, M.Sidv
~==Fambina Utama Muda, Gol/lVc
NIP 197103251991011001

Tembusan :
1. Bupati Gunungkidul,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
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